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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami kepada Allah SWT yang telah
memberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat atas iman, nikmat atas
I[slam, nikmat Kesehatan yang diberikan, nikmat kelapangan waktu
dan kesempatan berharga serta berbagai nikmat lainnya yang tidak
dapat dihitung dan tidak dapat dibalas. Shalawat dan salam selalu
dihaturkan dan tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad
SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para
pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Beliau adalah sosok figur
tauladan yang tidak pernah habis keunggulan pribadinya untuk
diselami, baik dari semua sikap, semua sifat dan semua praktik dalam
keseharian beliau. Beliau adalah sosok sempurna yang tidak bisa
tergantikan sampai akhir zaman. Dari beliaulah kita mendapatkan
petunjuk indahnya Islam dan nikmatnya iman.Untuk Beliau kita
berdoa bersama semoga kita mendapatkan syafaatnya di Hari Kiamat
nanti.

Alhamdulillah atas terselesaikannya Buku “Akuntansi
Pemerintahan” yang berhasil ditulis bersama-sama oleh
mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Angkatan 2020 dalam
masa perkuliahan Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Penulis
mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung terbitnya
buku ini, terutama keluarga yang memberikan dukungan penuh, Ibu,
suami, anak-anak dan saudara-saudara. Para sahabat dan rekan di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud
Yunus Batusangkar.

Akuntansi pemerintahan bagian disiplin ilmu akuntansi yang
terus berkembang di Indonesia demi penyempurnaan sebagai acuan.
Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan implementasi
ilmu akuntansi pada bidang public finance, terutama untuk tahapan
pada pelaksanaan anggaran (budget execution), sehingga segala hasil
yang ditimbulkan karena bersifat tentatif ataupun permanen/tetap
pada setiap tingkatan dan semua unit Pemerintahan. Masyarakat akan
meminta transparansi dan menuntut akuntabilitas pada pengelolaan
keuangan negara. Peran akuntansi pemerintah merupakan peran
penting untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan
keuangan.
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Dalam buku ini terdiri dari 16 (enam belas) bab yaitu: Sejarah
Akuntansi Pemerintahan di Indonesia; Konvergensi Akuntansi
Pemerintahan; Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;
Keuangan Negara dan Pencatatannya; Laporan Keuangan Pemerintah;
Persamaan Dasar Akuntansi dan Proses Akuntansi Pemerintah;
Akuntansi Pendapatan; Akuntansi Belanja; Akuntansi Investasi;
Akuntansi Aset Tetap; Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas Dana;
Penyesuaian dan Koreksi Kesalahan; Penganggaran Pemerintah Pusat
dan Daerah; Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Sistem Pengendalian Internal
Pemerintahan

Tujuan dari penulisan Buku ini adalah untuk menambah
wawasan mengenai Akuntansi Pemerintahan, sehingga pembaca
Buku ini dapat mengenal dan mengetahui lebih banyak
dan lebih dalam tentang bagaimana Akuntansi Pemerintahan.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih belum
sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu,
kritik yang membangun dan saran yang konstruktif akan sangat
kami tunggu dan kami harapkan. Semua ilmu yang kami miliki
adalah ilmu yang baik dan hanyalah berasal dari Allah SWT Rabb al
‘alamin, tidak ada daya dari diri ini yang al faqir atasnya. Semua
kesalahan dan semua kekeliruan di dalamnya menunjukkan bahwa
betapa terbatasnya ilmu dan kemampuan yang kami miliki. Semoga
Buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca ilmu pengetahuan
pada umumnya dan khususnya dalam pengetahuan tentang
Akuntansi Pemerintahan.

Penulis
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BAB 1
SEJARAH AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DI
INDONESIA

Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Fondasi merupakan tumpuan beban pada sebuah konstruksi yang
sedang dibangun, dengan kata lain fondasi adalah faktor penting
sebagai tumpuan beban bidang pada bangunan. Terdapat berbagai
struktur dalam konstruksi yang merupakan sebuah objek bangunan
sebelum menjadi bangunan yang utuh. Sedangkan fondasi adalah
struktur dasar dari konstruksi bangunan sangat memiliki peran yang
penting, karena sumber kekuatan dari sebuah bangunan berasal dari
fondasi tersebut. Keberhasilan akan diperoleh dalam pelaksanaan
konstruksi, jika perencanaan yang matang juga menjadi perhatian
secara jelas dan terperinci seperti metode untuk menentukan
pembangunan, biaya yang dikeluarkan, keselamatan para pekerja, dan
lain sebagainya.

Jika diibaratkan sebuah negara, Konstruksi dapat dianalogikan
sebagai sistem pemerintahan, jika dianalogikan pada sebuah negara,
dengan sistem birokrasi sebagai fondasinya. Kata “birokrasi” berasal
dari bahasa Inggris, yang berarti bureau dan cracy dapat diartikan
sebagai organisasi dengan pola rantai komando yang berbentuk
piramida sebagai struktur dasarnya, artinya pengelolaan organisasi
secara teratur dan jelas melalui suatu sistem untuk mencapai tujuan

yang telah dirancang.
Sri Adella Fitri
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Periode Tahun

Prareformasi

Reformasi

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Tantangan dan

. : Reformasi Reformasi Harapan Akuntansi
Ak;glt:n;';an Ak;er}gansrlac:]an Akuntansi dan Akuntansi dan dan Pelaporan
P P Pelaporan Pelaporan Keuangan
Keuangan Keuangan

Pemerintah Di
Masa Depan

Keuangan Pada
Pemerintah Pusat

Keuangan Pada

Pemerintah Pemerintah Daerah

Pemerintahan

Gambar 1.1 Reformasi Akuntansi dari Masa ke Masa
Sumber: diolah penulis

Tahapan fase akuntansi pemerintahan di Indonesia

1. Tahun 1945
Tahun 1945 merupakan kemerdekaan negara menjadi negara
Republik Indonesia, tahun 1945 ditunjukkan bahwa proses
pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya hanya
mengacu pada aturan Pemerintah Belanda yaitu “Indische
Comptabiliteitswet (ICW).”

2. Tahun 1967
Pada Tahun 1967 laporan pertanggungjawaban mengenai
pengelolaan keuangan negara pertama kali disusun dan disahkan
Undang-undang.

3. Tahun 1975
Tahun 1975 sistem akuntansi belum dimiliki, hanya sistem
administrasi atau sistem tata usaha keuangan yang telah ada pada
saat itu.

4. Tahun 1979 s/d Tahun 1980
a. Segala administrasi keuangan pemerintahan dilakukan secara
manual dan masih belum tersistem, tidak ada integrasi antar
sistem dan tidak ada sistem yang terkomputerisasi pada masa

itu.
Sri Adella Fitri
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yang telah ditetapkan ditunjang dengan dikembangkannya sistem
akuntansi yang terintegrasi dan terkomputerisasi.

Pada era saat ini, sistem akuntansi yang telah mengadopsi
standar internasional yaitu International Public Sector Accounting
Standard (IPSAS) diharapkan membawa pengelolaan keuangan
negara ke arah yang lebih baik lagi.

kskskskok kok ok

n Sri Adella Fitri



Sejarah Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia

Daftar Pustaka

Arinta, Kustadi. (1996). Pengantar Akuntansi Pemerintahan. Bandung:
Citra Aditya Bakti.

Bachtiar, Arif dkk. (2002). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba
Empat.

Baswir, Revrisond. (2005). Akuntansi Pemerintahan Indonesia.
Yogyakarta: BPFE

Hamzah dan Kustiani. (2014). Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan.
Tangerang Selatan: STAN Press

Kementerian Keuangan. 2018. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sri Adella Fitri n



Sejarah Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia

PROFIL PENULIS
Sri Adella Fitri, S.E., M.Si., QIA.

Ketertarikan penulis mendalami akuntansi
pemerintahan dimulai pada tahun 2008
silam. Hal ini disebabkan karena penulis
melanjutkan pendidikan ke Strata 2 dengan
memilih keilmuan pada bidang Akuntansi
Sektor Publik dan Pemerintahan. Penulis
memiliki keilmuan dibidang Akuntansi,
melalui pendidikan formal S1 pada jurusan
Akuntansi di Universitas Andalas dan S2
pada Program Pascasarjana, program studi
Akuntansi Sektor Publik di Universitas Andalas. Dan untuk
mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif
sebagai peneliti di bidang ilmu tersebut, dan melakukan berbagai
pengabdian di bidang ilmu akuntansi. Beberapa penelitian dan
pengabdian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan
tinggi dan juga Kementerian Agama. Selain meneliti dan melakukan
pengabdian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat
memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat
tercinta ini.

Email Penulis: sriadellafitri1234@gmail.com

Sri Adella Fitri



BAB 2
KONVERGENSI AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

Yaya Rahimi Putri
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Akuntansi merupakan suatu ilmu bisnis, yang mulanya ada di tempat
lingkungan bisnis. Karena banyaknya orang yang bekerja di bidang
bisnis maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan informasi
tentang keuangan. Akuntansi kemudian berkembang untuk suatu
entitas yang tujuannya selain profit. Akuntansi bagi masyarakat
sangatlah penting karena sebagai penghubung komunikasi antara
penyedia dan pengontrol sumber daya. Entitas nirlaba juga
memerlukan akuntansi dan menerapkan prinsip akuntansi untuk
mempermudah bisnisnya, seperti: pemerintah, yayasan, dan entitas
nirlaba lainnya.

Menurut Lili Sadel (2015), akuntansi pemerintahan termasuk
dalam akuntansi nirlaba dan akuntansi lembaga, yang titik fokusnya
pada pencatatan, mengidentifikasi dan segmen pemerintah untuk
melaporkan transaksinya.

Pengertian Konvergensi Akuntansi Pemerintah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi bahwa biasanya akuntansi
pemerintah dibuat oleh suatu badan standardisasi independen
kemudian disahkan oleh peraturan pemerintah, setelah memperoleh
dari banyak penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Yaya Rahimi Putri




Konvergensi Akuntansi Pemerintahan

a. Pelaporan entitas

b. Dalam menyusun laporan keuangan harus didasari pada entitas
akuntansi

c. Penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar
pengukuran

d. Kebijakan-kebijakan akuntansi disesuaikan

e. Semua ketentuan akuntansi diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.

Karakteristik Pemerintah

Entitas yang profit-oriented, memiliki tujuan yakni menyiapkan atau
menjual barang atau jasa, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan
yang akan dirasakan bagi para pemilik atau anggota. Asal mula
pendanaan diberi oleh investor, kreditur, dan anggota. Sementara itu,
pemerintah dan organisasi non-profit mempunyai misi yang tidak
sama dari entitas bisnis. Misi pemerintah dan organisasi nirlaba ialah
memberikan  pelayanan, memajukan kesejahteraan publik.
kebanyakan asal dana didapatkan oleh pemerintah dan organisasi
non-profit berasal dari pajak, donasi atau sumbangan, utang, dan
keuntungan perusahaan negara.

Kerap kali sulit untuk menilai besarnya relatif dari laba. manfaat
langsung yang diterima oleh masyarakat secara proporsional.
Pemerintah memiliki tugas untuk mengembangkan perekonomian
manajemen yang mengelola keuangan negara. Dan mempunyai
tanggung jawab atas pemilikan sumber-sumber dana tersebut kepada
masyarakat sebagai pembayar wajib pajak, donatur, kreditur, dan
pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan, Pada setiap negara,
ruang lingkup pemerintahan dan organisasi nirlaba tidak sama dan
tidak ada definisi yang sesuai dan komprehensif untuk semua sistem
pemerintahan di setiap negara. Namun yang pasti pemerintah dan
organisasi non-profit di setiap negara memiliki koneksi dan peran
yang besar dalam pelayanan masyarakat umum. Misalnya, di negara
Amerika Serikat pemerintahan dibagi menjadi 2 yaitu: general purpose
governments dan special purpose governments.
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PROFIL PENULIS

Yaya Rahimi Putri
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Yulia Zulfina
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang didasarkan pada
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 berperan sebagai prinsip
untuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, pihak yang menata
laporan keuangan, auditor, serta pengguna informasi finansial kala
memecahkan solusi atas suatu permasalahan yang belum ditetapkan
oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka
konseptual dapat dipahami sebagai perumusan gagasan mendasar
yang terlibat dalam pengumpulan dan penyajian data keuangan
pemerintah. Dalam permasalahan akuntansi yang belum memiliki
solusi dalam pedoman akuntansi pemerintah, kerangka konseptual ini
berfungsi sebagai panduan.

Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan bermuatan item
berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan:

Tujuan kerangka konseptual

Lingkungan akuntansi pemerintah

Pengguna serta persyaratan informasinya

Entitas akuntansi serta entitas pelapor

AR

Peran dan tujuan pelaporan keuangan, komponennya, serta

landasan hukumnya
Yulia Zulfina




Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

historisnya dikenal sebagai pengukuran, menurut Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan. Aset bisa dicatat sebesar biaya perolehan,
menggunakan sumber energi ekonomi, ataupun sebesar nilai pasar
dari pertimbangan yang diserahkan. Berlainan dengan aset, kewajiban
diakui sebesar nilai wajar sumber energi ekonomi yang dipakai oleh
pemerintah buat penuhi kewajiban yang berlaku.
Saat mengidentifikasi komponen pelaporan keuangan, faktor-
faktor berikut harus diperhitungkan:
1. Pengakuan Aset
Ketika potensi aset untuk keuntungan ekonomi masa yang akan
datang terealisasi dan nilainya bisa ditentukan dengan akurat, aset
tersebut diakui. Piutang diklasifikasikan sebagai aset ketika hak
untuk meminta infus tunai atau manfaat ekonomis yang lain dari
entitas lain sudah atau akan dipenuhi dan nilai wajar dapat diukur
atau didekati. Titik pengakuan membutuhkan pengaturan yang
lebih rumit untuk aset yang diperoleh pemerintah yang berbentuk
uang tunai.

2. Pengakuan Kewajiban
Kala anggaran pinjaman diperoleh serta kewajiban muncul,
kewajiban diakui.

3. Pengakuan Pendapatan
Kala hak atas pemasukan atau pendapatan timbul ataupun
terdapat gerakan masuk sumber energi ekonomi, pemasukan LO
diakui. Kala uang tunai diperoleh di rekening Kekayaan Biasa
negeri bagian ataupun wilayah, pemasukan LRA diakui.

4. Pengakuan Beban serta Belanja
Beban dicatat pada dikala liabilitas diperoleh, asset dikonsumsi,
ataupun terjalin penyusutan nilai ekonomi maupun kemampuan
pelayanan. Sebaliknya pengeluaran dicatat bersumber pada
terbentuknya pengeluaran dari 34ekening kas biasa negara serta
daerah.
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BAB 4
KEUANGAN NEGARA &
PENCATATANNYA

Julianto Fandra
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Akuntansi Pemerintahan belum
seperti sekarang yang berkembang dan dipakai. Pada masa itu,
akuntansi pemerintahan yang dipakai bersifat manual atau dengan
pencatatan tunggal dengan menggunakan Cash Basis. Pencatatannya
pun masih secara sederhana sedangkan buku-buku yang digunakan
antara lain seperti Buku Bank, Buku Kas Umum ( BKU ), Buku Kas
Tunai.

Alasan kenapa di awal-awal kemerdekaan memakai sistem
akuntansi pemerintahan ini karena sistem ini mudah digunakan, tidak
membutuhkan waktu yang lama dalam membuatnya serta SDM yang
menggunakan sistem ini tidak harus profesional juga.

Akuntansi pemerintahan memiliki dasar hukum pada akhir tahun
2033 yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai
pengganti produk Belanda. Yang akhirnya menjadi pijakan dalam
perkembangan akuntansi pemerintahan Indonesia. Beberapa bulan
setelah dibentuknya UU tersebut pemerintah Indonesia juga
membentuk UU NO. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan negara.

Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia membentuk undang-
undang baru yaitu UU NO. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah dengan tujuan untuk menjadi tonggak reformasi
akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia.

Julianto Fandra




Keuangan Negara & Pencatatannya

ada dilingkungan daerah atau pusat sekalipun yang wajib membuat
laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual ini dalam pelaporannya dinyatakan dalam bentuk PSAP
dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah.
Pengakuan item-item dengan penerapan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual :
a. Pada saat manfaat ekonomi diperoleh maka
pendapatan diakui

b. Pengakuan investasi

c. Aktiva tetap

d. Konstruksi dalam pengerjaan
e. Kewajiban

Kelebihan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual:

a. Informasi yang didapatkan akan lebih handal dan terpercaya
karena pendapatan dan beban diakui saat transaksi

b. Setiap akun dicatat sesuai akun masing-masing

c. Akun  kas yang belum diterima berpotensi
meningkatkan pendapatan

d. Dalam menentukan kebijakan pemerintah dapat berpedoman
pada laporan keuangan

e. Laporan keuangan setiap periode dapat
dibandingkan dengan entitas-entitas yang ada.

Kekurangan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual :

a. Setiap akun kas yang belum terbayar dapat mengurangi
pendapatan

b. Adanya kemungkinan resiko yang muncul jika kas tak tertagih
sehingga dapat mengurangi pendapatan

c. Akun kas yang belum dibayarkan, tidak tahu kapan kas itu
dapat diterima

Macam-macam laporan berdasarkan PP No.24 tahun 2005:

a. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)
Julianto Fandra
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Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih ( LSAL )
Neraca

Laporan Operasional (LO)

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Entitas

Catatan Atas Laporan Keuangan

@ me a0 T
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BAB 5
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH

Fitri Marisa
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Dengan adanya transformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke
desentralisasi serta adanya tuntutan sosial, pengelola pemerintahan
semakin terdorong untuk bekerja lebih baik lagi. Terkait hal itu,
pemerintah saat ini dituntut untuk lebih terbuka dalam
menyampaikan informasi kepada publik tentang pengelolaan
keuangannya.

Keterbukaan informasi publik tertuang dalam Undang-undang
nomor 14 tahun 2008. Sesuai dengan kewenangannya, badan publik
diwajibkan oleh undang-undang ini untuk menyediakan, memberikan,
atau mengumumkan informasi publik. Entitas publik memiliki hak
untuk meminta laporan keuangan karena merupakan barang publik
yang berhak diperoleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan informasi keuangan
berupa laporan keuangan untuk jangka waktu tertentu. Secara umum,
baik di tingkat nasional maupun daerah, organisasi pemerintah
menawarkan layanan kepada penduduk sesuai dengan bidangnya
masing-masing. misalnya, fasilitas medis, sekolah, dan sebagainya.
Organisasi pemerintahan membutuhkan dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan
kewajibannya.

Fitri Marisa




Laporan Keuangan Pemerintah

dengan menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi
dan memberikan gambaran kronologis.

2. Langkah Pengikhtisaran

Setelah pencatatan dan pengelompokan transaksi dalam jurnal,
transaksi tersebut diringkas dan dibukukan dalam rekening-
rekening buku besar dalam jangka waktu tertentu. Buku besar
terdiri dari buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku
besar umum digunakan untuk mengumpulkan data transaksi dan
mengklasifikasikan ~ mereka untuk divalidasi, mencatat
penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan
keuangan. Buku besar pembantu membantu dalam penyusunan
laporan keuangan karena mengurangi kesalahan dalam buku besar
umum.

3. Langkah Pelaporan

Data yang tercatat dalam rekening buku besar disajikan dalam
bentuk laporan keuangan. Proses penyederhanaan penyusunan
laporan keuangan dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja.
Ada dua sistem pencatatan dalam akuntansi: single book entry dan
double book keeping entry. Single book entry hanya melibatkan satu
buku besar untuk mencatat transaksi, sedangkan double book
keeping entry melibatkan lebih dari satu akun buku besar untuk
mencatat transaksi.
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BAB 6
PERSAMAAN DASAR
AKUNTANSI & PROSES
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Annisa Safitri
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Akuntansi, merupakan ilmu yang awalnya di kembangkan pada
lingkungan bisnis. Mengapa demikian, karena dalam dunia bisnis
orang sangat memerlukan informasi yang bersifat keuangan dan juga
menjadi tingkatan yang paling penting bagi pengguna informasinya.
Pada akhirnya pemerintah juga menggunakan akuntansi yang
bertujuan selain memperoleh laba atau keuntungan. Dari hal ini
disadari bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam
memudahkan komunikasi bagi penggunannya. Pemerintah yang
merupakan lembaga non profit juga menggunakan akuntansi dalam
menyusun laporan keuangannya.

Menurut pendapat Sadat (2020) mengatakan Akuntansi
pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian
jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan
proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi
keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.

Akuntansi pemerintah menjadi sangat penting, karena keuangan
yang dikelola pemerintah akan semakin besar maka semakin besar
pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai bentuk transparansi
keuangan dalam pemerintahan.
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Tabel 6.10. Dinas Pertamanan dan Tata Kota,Kabupaten
Sejahtera
Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Kode Akun Debit Kredit
Akun

Kas di Bendahara | 20.000.000
Penerimaan

Kas di bendahara | 15.000.000
Pengeluaran

Piutang Pajak Daerah | 16.000.000

Kendaraan Dinas 25.000.000

Sumber : diolah penulis

5. Penyesuaian
Jurnal penyesuaian merupakan salah satu hal penting dalam
penggunaan basis akrual. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian
nilai pelaporan keuangan sama dengan keadaan pada saat tanggal
pelaporan.

6. Neraca Saldo setelah Penyesuaian
Proses setelah Penyesuaian yaitu Neraca saldo setelah penyesuaian
yang mana didalamnya berisikan akun-akun yang disesuaikan yang
mana akan menjadi dasar utama untuk menyiapkan Laporan
Keuangan.

7. Jurnal Penutup
Jurnal penutup pada akuntansi pemerintahan ada dua yaitu jurnal
penutup LO dan Jurnal Penutup LRA. Pencatatan yang sifatnya
kontra dari pencatatan surplus/defisit LO merupakan pengertian
dari jurnal penutup LO, sedangkan jurnal yang digunakan untuk
menutup perkiraan akun-akun yang terdapat dalam Laporan
Realisasi Anggaran Anggaran merupakan pengertian jurnal LRA.

8. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang disusun secara
terurut terkait posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang
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dilakukan oleh suatu entit. Jadi laporan keuangan ini bertujuan
untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi
anggaran, saldo anggaran lebih,arus kashasil operasi dan
perubahan ekuitas pada suatu entitas.
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BAB 7
AKUNTANSI PENDAPATAN

Halifa Husnah
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Akuntansi Pendapatan

Pendapatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah
arus masuk bruto, dari laba ekonomi yang timbul dari aktivitas biasa
suatu perusahaan dalam suatu periode, jika arus masuk tersebut
mempengaruhi peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi investasi dalam bentuk saham atau modal.

Pendapatan adalah hasil dari aktivitas operasi perusahaan selama
periode waktu tertentu. Penghasilan penting karena mereka adalah
objek bisnis, karena pendapatan berasal dari perekonomian,
termasuk penjualan barang, jasa dan pemakaian aset entitas oleh
pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga,
deviden maupun royalti.

Pendapatan berasal dari pemberian barang dagang, pemberian
jasa, yang dilihat dari nominal nilai yang dimasukkan ke dalam beban
pelanggan dan langganan atas klaim produk dan juga jasa yang
disediakan suatu entitas bagi pengguna. Golongan dari pendapatan
dibagi dua:

1. Penghasilan Bisnis
Penghasilan wirausaha atau bisnis, yaitu nilai nominal atau hasil
dari kegiatan operasi pokok yang dilakukan oleh suatu perusahaan
berbentuk pemberian produk dan pemberian jasa.

2. Penghasilan Non Bisnis
Penghasilan non bisnis merupakan nilai yang didapat di luar bisnis
inti suatu bisnis dengan meningkatkan pendapatan bisnis, contoh
penghasilan jasa giro dan keuntungan bunga. (Calvin Liawan,

2019).
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Klasifikasi Pendapatan
Pengklasifikasian pendapatan memudahkan pembaca dan pengguna
laporan keuangan untuk mengerti isi laporan keuangan yang
disajikan, pengklasifikasian tersebut dengan jelas menunjukkan
besaran nominal pendapatan untuk setiap usaha yang dijalankan oleh
pebisnis. Metode cash to accrual PP 24 yang berlaku untuk akuntansi
pemerintahan di Indonesia Tahun 2005 mengklasifikasikan
penghasilan menurut lokasi kejadian dan macam penghasilan.
1. Pemerintah Pusat
a. Penerimaan pajak, yaitu nilai nominal penerimaan pemerintah
pusat dari pajak yang diperoleh dari pajak dalam dan luar negeri
serta pajak perdagangan internasional yang terjadi.
b. penghasilan negara non pajak, yaitu penerimaan pemerintah
pusat dari luar perpajakan.
c. Penerimaan hibah, yaitu penerimaan pemerintah pusat berupa
uang, produk, jasa, atau surat berharga hasil pemberian, tidak
harus dikembalikan.

2. Penghasilan Pemerintah Daerah

a. Penghasilan bersumber daerah, yaitu pendapatan daerah yang
hanya berasal dari daerahnya sendiri.

b. Penghasilan transfer yaitu, hasil dari pembayaran berupa
transfer negara dengan maksud untuk mencapai tujuan
ekonomi daerah.

c. Pendapatan lain nan sah, yaitu penghasilan yang tidak bisa
dibagi menjadi pendapatan wilayah sumber dan penghasilan
transfer.

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan
1. Pengakuan Pendapatan
Semua usaha akhirnya akan memiliki tujuan untuk menghasilkan
penghasilan yang meningkatkan pandangan perusahaan.
Pendapatan dapat diakui secara umum saat:
a. Perolehan (earned)
Saat entitas secara substansial memenuhi kewajibannya,
penyelesaian obligasi, jika proses terselesaikan maka menjadi
penghasilan.
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BAB 8
AKUNTANSI BELANJA

Yulita Adilah
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Peraturan umum teknis tentang belanja pemerintah yang digunakan
di kala ini mengacu terhadap dasar-dasar aturan sudah diresmikan,
yaitu International Public Sector Accounting Standards, PP No. 71,
2010 mengenai Standar akuntansi Pemerintah, serta Peraturan
Menteri Keuangan No. 224/PMK.05/2016 mengenai pergantian
menjadi PMK 219/PMK.05/2013 mengenai strategi Akuntansi
Pemerintahan Pusat. Ada pula telah teratur yaitu mulai dari
pengertian, pembagian, pengakuan, pengukuran, penyajian serta
pengungkapan sampai contohnya permasalahan.

Pengertian Akuntansi Belanja

Berdasarkan SAP Nomor 2, belanja ialah seluruh biaya yang asalnya
didapat pada rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi
saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan
tidak akan didapat pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja di area akuntansi komersial bisa diartikan menjadi arus
keluar dari aset ataupun seluruh wujud pemakaian aset yang terjalin
sepanjang tahun tertentu asalnya pada penciptaan barang, pemberian
jasa, ataupun kegiatan lainnya telah berlangsung.

Berdasarkan Dewan Prinsip Akuntansi pernyataan No. 4, belanja
diartikan selaku kuantitas, terukur dalam nominal, pada kas yang
dikeluarkan ataupun properti lainnya telah dikirim, modal saham
yang dikeluarkan, jasa diberi, ataupun keharusan terjalin dan
berhubungan atas barang dan jasa baik sudah ataupun yang akan
masuk.
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Keterangan lebih mengenai belanja tersaji dalam halaman
depan laporan keuangan yang harus diungkap pada CaLK sebagai
berikut:

a. Rincian belanja berdasarkan fungsinya dan pembagian belanja
berdasarkan fungsinya dipakai yang bertujuan dalam
keserasian serta terpadunya kelola keuangan negara, bisa
berbentuk Laporan Kinerja, yang telah tercantum dalam PP No.
8, 2006 mengenai Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi dan
Pemerintah

b. Rincian belanja berdasarkan agenda dan aktivitas disamakan
pada kepentingan pemerintah dan sebagai kekuasaan daerah
(Permendagri no. 13, 2006)

c. Rincian belanja berdasarkan kepentingan pemerintah, terbagi
menjadi belanja kepentingan wajib dan belanja kepentingan
pilihan

d. Rincian belanja berdasarkan belanja langsung serta tidak
langsung.
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BAB 9
AKUNTANSI INVESTASI

Intan Asmaul Husna
Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar

Pengertian Akuntansi Investasi

Investasi merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah dalam
menginvestasikan uang dalam bentuk saham /membeli surat
utang/obligasi untuk mencapai keuntungan/profit ekonomi atau
sosial. Adapun yang telah dijelaskan di dalam PSAK 13 (1994)
menjelaskan bahwa investasi adalah sebuah aset yang dipakai oleh
perusahaan dengan memiliki maksud dan tujuan untuk accretion of
wealth yang didistribusikan melalui hasil investasi yang dapat berupa
bunga, royalti, dividen /keuntungan royalti dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam PSAP No. 6, investasi
adalah sebuah aset yang memiliki tujuan agar bisa menghasilkan
manfaat ekonomi bagi masyarakat baik dari segi bunga, dividen
ataupun pendapatan/income dan memberikan manfaat sosial agar
bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Nurmalia
Hasanah, 2017)

Adapun manfaat ekonomi yang diperoleh yaitu dapat digunakan
untuk memajukan pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi jika
bentuk saham, maka dapat memperoleh pendapatan dividen/
keuntungan. Sedangkan berinvestasi bentuk surat utang/obligasi
maka dapat menghasilkan pendapatan bunga/interest income.
Adapun manfaat sosial yang disinggung di dalam PSAP No. 6 yaitu
menjelaskan bahwa kegunaan yang tidak bisa diukur secara langsung
baik dengan satuan uang/rupiah. Akan tetapi dapat memberikan
dampak yang lebih terhadap pelayanan publik dari pemerintah
terhadap masyarakat luas. (PSAP 06)

Intan Asmaul Husna




Akuntansi Investasi

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Sebagaimana yang telah ditulis didalam PSAP No. 41 bahwa realisasi
investasi public dapat dilakukan dengan cara penjualan, pengalihan
hak berdasarkan peraturan pemerintah, dsb. Selisih antara
keuntungan modal dan nilai buku investasi diakui atau dikreditkan ke
laba. Kerugian karena pengalihan investasi. Keuntungan/kerugian
pelepasan investasi.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan bahwa
pendapatan dari penjualan investasi pengelolaan kas jangka pendek
dicadangkan sebagai penerimaan kas pemerintah. Pendapatan dari
penjualan investasi tersebut tidak dilaporkan sebagai pendapatan
atau pembiayaan dalam Laporan Kegiatan Anggaran. Pendapatan ni
termasuk dalam laporan arus kas operasi. Pada saat yang sama,
pendapatan dari penjualan aset tetap diakui sebagai pendapatan
keuangan. Investasi pemerintah hanya dapat disetujui untuk Sebagian
dari investasi.apabila pengalihan hanya menyangkut Sebagian
investasi.

PSAP No 6 Paragraf 42 menentukan bahwa jika perbedaan antara
penghasilan dari pelepasan bunga dan jumlah akun harus diakui atau
dialokasikan ke keuntungan/kerugian pelepasan bunga. Kemudian
dapat disajikan dalam laporan kegiatan.
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BAB 10
ASET TETAP

Rinto Ariadi
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Aset tetap merupakan unsur penting dalam aktivitas perusahaan

maupun pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Aset tetap pada

pemerintahan berperan penting dalam menghasilkan laba sedangkan
pada pemerintahan berperan penting dalam menunjang operasional
kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan Kkepada
masyarakat. Pada biasanya aset tetap terdiri dari tanah, mesin,
peralatan, gedung, segalah bentuk bangunan dan aset tetap lainnya.

Aset tetap tersebut memiliki manfaat dan fungsi masing-masing yang

penting bagi pemerintahan.Adapun bentuk Kklasifikasi aset tetap

antara lain:

1. Tanah, memiliki manfaat sebagai tempat berdirinya instansi
pemerintah untuk melayani masyarakat.

2. Gedung atau bangunan, merupakan aset tetap tempat
berlangsungnya aktivitas kegiatan kantor dan pelayanan publik
dalam hal telah memenuhi sarana-prasarana kebutuhan
pemerintahan.

3. Peralatan dan mesin merupakan sarana yang biasa digunakan
pekerja yang umur ekonomisnya atau masa manfaatnya lebih dari
1 (satu) tahun yang bertujuan mempermudah pekerjaan agar
memberikan hasil yang maksimal dalam pemerintahan. Contoh,
Komputer, Proyektor, Meja dan Kursi, Printer, mesin foto Copy dan
lain-lain.
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3) Akumulasi  penyusutan, Penyusutan meliputi nilai
penyusutan, metode yang digunakan, umur ekonomis, dan
nilai yang tercatat bruto awal dan akhir pencatatan.

4) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi

5) Jumlah komitmen akuisisi aset tetap.

6) Mutasi aset tetap
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BAB 11
AKUNTANSI KEWAJIBAN &
EKUITAS DANA

Suci Nurfalah
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Kewajiban dan ekuitas dana merupakan elemen yang tidak dapat
dipisahkan dari sumber pendanaan kegiatan suatu entitas, baik itu
untuk entitas swasta maupun pemerintahan. Seperihalnya entitas
swasta pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendanai
kegiatannya selain ekuitas dana pribadinya.

Selayaknya sebuah entitas pemerintah nantinya akan membuta
laporan keuangan yang mana, di dalam laporan tersebut tentunya
akan memuat di dalamnya pelaporan kewajiban dan ekuitas yang
dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu di dalam bab ini nantinya akan
dipaparkan apa itu kewajiban dan ekuitas pemerintah, dan bagaimana
perlakuan akuntansi untuk kedua elemen ini dalam akuntansi
pemerintahan.

Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah akun utang yang timbul karena adanya transaksi
pada masa lalu yang belum dibayarkan baik keseluruhanya maupun
sebagiannya. Untuk menyelesaikan transaksi tersebut akan
mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan sumber daya yang
dimilikinya.
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2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi menggambarkan modal pemerintah yang di

alokasikan pada asset tidak lancar selain dana cadanagan, yang

dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Untuk akun-akun

yang termasuk kedalam ekuitas dana investasi yaitu:

a. Dimasuk kan kedalam investasi jangka panjang. Yang mana
akun tersebut menjadi lawan bagi investasi jangka panjang.

b. Dimasuk kan kedalam aset lainya. Yang mana akun tersebut
menjadi lawan bagi akun aset lainya.

c. Dimasuk kan kedalam aset tetap. Yang mana akun tersebut
menjadi lawan bagi akun aset tetap.

d. Dana yang di sediakan untuk melunasi utang jangka panjang.
Yang mana akun ini yang menjadi lawan dari semua akun utang
jangka panjang.

3. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas dana cadangan mengambarkan modal pemerintahan yang
dicadangkan yang ditujukan untuk tujuan yang telah dibuat
sebelumnya yang mana sejalan dengan peraturan perundang-
undangan. sesungguhnya dari ketiga kelompok ekuitas dana di
atas, yang merupakan hasil transaksi adalah kas atau SiLPA.
Adapun yang termasuk kedalam Ekutas dana cadangan yaitu
a. Dana cadangan pembangunan infrastruktu
b. Dana cadangan yang digunakan untuk melunasi utang janka

panjang

c. Dana cadang untuk biaya impor

kkkokskkk
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BAB 12
PENYESUAIAN & KOREKSI
KESALAHAN

Vivi Syafriyeni
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa: “Akuntansi
didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi
dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian
atas hasilnya.” Pada dasarnya pencatatan dalam akuntasi
pemerintahan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada akuntansi
umum. Begitu juga dalam mencatat penyesuaian dan Kkoreksi
kesalahan.

Dalam laporan keuangan akuntansi pemerintahan yang berbasis
akrual mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
dinyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas saldo akun di
buku besar, yang dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian pada
setap akhir periode pelaporan. Hal itu bertujuan untuk
meneyesuaikan dan memutakhirkan saldo akun yang tedapat pada
laporan keuangan yang bersangkutan. Dan apabila dikemudian hari
terdapat kesalahan pencatatan dalam membuat jurnal, maka harus
segera melakukan koreksi kesalahan pada saat kesalahan tersebut
telah diketahui atau telah ditemukan. Pada hakekatnya penyesuaian
dan koreksi kesalahan merupakan dua hal yang berbeda dimana
peyesuaian terjadi dalam proses pencatatan akuntansi sedangkan
koreksi kesalahan dilakukan setelah diketahui adanya kesalahan
dalam pencatatan akuntansi. Oleh karena itu pada bab 12 ini kita akan
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peralatan) sedangkan Amortisasi digunkan pada aset tak

berwujud.

Untuk lebih lanjut dapat dilihat secara rigkas pada gambar dibawah
ini:

Item yang

memerlukan
Penyesuaian

[

Accrual

|
| |
Penyusutan
Deferral 5 . ‘f
Amortisasi
| | B AsetTetap
Pendapatan Pendapatan Berwujud
Aset

Gambar 12.1: Item-item yang perlu penyesuaian
Sumber : (Hamzah & Kustiani, 2014)

Berikut contoh Jurnal Penyesuaian :
a. Jurnal Penyesuaian untuk akun Accrual

Pendapatan
(Db.)Piutang XXX
(Cr.)Pendapatan XXX
Beban
(Db.)Beban XXX
(Cr.)Utang Beban XXX

b. Jurnal Penyesuaian untuk akun Defferal

Pendapatan
(Db.)Pendapatan diterima dimuka XXX
(Cr.)Pendapatan XXX
Beban
(Db.)Beban XXX
(Cr.)Beban dibayar dimuka XXX
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Kesalahan
- *
Kesalahan Tidak Berulang Kesalahan Berulang dan
Paragraf 8 Sistemik Paragraf 9
' |
. l . ) l Contoh :
Terjadi Perode Terjadi Periode Sebelumnya - -
Berjalan Paragraf 12 Penerimaan Pajak
Melibatkan kas . !
atau nonkas )
Paragraf 11 Akun Pendapatan Akun Belanja
Paragraf 15

' '

v Y

Mempengaruhi Mempengaruhi -
pc,sig kai“, LK pmig kr;gsr LK Akun Belanja, LK Akun Belanja, LK
belum terbit sudah terbit belum terbit Sudah terbit
paragraf 12 paragraf 15
l |
Mempengaruhi Kas dan Mempengaruhi Kas dan
mempengaruhi akun Tidak mempengaruhi akun
Non Kas secara material Non Kas secara material
paragraf 13 paragraf 14

Gambar 12.2 : pengelompokan jenis-jenis kesalahan
Sumber : Perbup Gunungkidul No. 16 tahun 2009

1. Kesalahan yang Tidak Berulang
Kesalahan ini dapat dipahami sebagai kesalahan yang tidak akan
terjadi secra berulang-ulang dikemudian hari atau kesalahan yang
jarang terjadi, kesalahan ini juga dikelompokan menjadi dua yaitu:
a. Terjadi pada periode berjalan
Merupakan kesalahan yang terjadi dan diketahui pada periode
yang sama atau suatu kesalahan yang diketahui pada saat
periode pelaporan tersebut belum berakhir dan tidak terjadi
secara berulang, yang dapat berpengaruh pada nilai kas ataupun
yang tidak berpengaruh pada nilai kas, dimana kemudian perlu
dilakukan pembetulan/koreksi pada akun yang berkaitan
dengan kesalahan tersebut.
Contoh 1: Koreksi dalam periode berjalan yang berpengaruh
pada nilai kas;
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BAB 13
PENGANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT &
DAERAH

Tifanny Chatarine Putri
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Keuangan Negara

Untuk melaksanakan pemerintahan di Indonesia, maka diperlukan
suatu sistem yang mengatur seluruh kegiatan pemerintahan yang
berlangsung untuk mencapai keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Uang atau harta merupakan suatu hal yang sangat sensitif,
maka dari itu Keuangan Negara butuh dikelola dan diatur dalam suatu
sistem yang baik dan profesional, agar tidak terjadi yang namanya
penyelewengan di pemerintahan. Untuk menghindari hal ini, tentunya
Indonesia memiliki sistem pengelolaan keuangan pemerintahan pusat
(Negara) dan daerah yang mengatur arus dari keuangan dan aset
negara yang ada. Dimana hal ini tentunya diatur dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang artinya
pengelolaan keuangan Negara haruslah dilaksanakan secara baik,
sesuai aturan, dan penuh tanggung jawab, untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keuangan Negara
adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Negara
(Rusmana, dkk, 2017).
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masyarakat dan asosiasi profesi, pebisnis atau masyarakat yang
ada di sektor swasta, dan juga kelompok peduli anggaran yaitu
kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan anggaran
(Hasanah & Fauzi, 2017).
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<“4——————— RENCANA | >
KERJA ANGGARAN

Gambar 13. 2 : Alur Perencanaan Program & Penganggaran
Sumber : Hasanah & Fauzi, 2017

Siklus Anggaran Pemerintah Daerah

Umumnya anggaran, baik anggaran dari suatu organisasi, perusahaan,
ataupun pemerintahan, itu dibuat melalui beberapa tahap atau siklus
yang dilaksanakan sebelum anggaran tersebut jadi/ada/selesai,
siklus-siklus tersebut diantaranya, sebagai berikut :

Tahap persiapan anggaran.

Tahap persetujuan anggaran.

Tahap realisasi anggaran.

Tahap pelaporan anggaran.

Tahap evaluasi anggaran

ST
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5 PENYUSUNAN 28 PENETAPAN

ANGGARAN ANGGARAN

Dilakukan oleh eksekutif Anggaran ditetapkan

(dinas/instansi) dengan oleh DPRD. Prosesnya
mempertimbangkan dilakukan melalui .

aspirasi masyarakat yang serangkaian Pﬁ‘mbﬂhﬂfﬂ_“

T dengan pihak eksekutif

proses Musrenbang.
-

4. AUDITING 58 PELAKSANAAN

ANGGARAN ANGGARAN

Auditing dilakukan oleh Eksekutif merupakan

beberapa pihak antara pengguna anggaran yang
lain adalah Bawasda, telah ditetapkan. Kepala

BPKP, dan BPK. Daerah bertanggung jawab

terhadap penggunaan

anggaran.

Gambar 13.3 : Proses dan Siklus Anggaran Pemerintah Daerah
Sumber : UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 15 Tahun
2004

Siklus-siklus anggaran pemerintah daerah ini di setiap Negara
pastinya berbeda, akan tetapi tujuan dan fungsinya tentu saja sama. Di
Indonesia tahapan-tahapan ini tentunya mempunyai siklus-siklus
yang berbeda dengan rentang waktu tertentu. Tahapan pertama dan
kedua yaitu tahap Penyusunan dan Penetapan Anggaran, tahap ini
memerlukan waktu selama 12 bulan. Tahapan ketiga yaitu tahap
Pelaksanaan Anggaran, memerlukan waktu selama 12 bulan. Tahapan
terakhir yaitu tahap keempat adalah tahap Auditing Anggaran,
memerlukan waktu selama 6 bulan (Rusmana, dkk, 2017).

Pelaksanaan APBN dan APBD

Pelaksanaan APBN dan APBD adalah suatu proses yang mulai
dilaksanakan pemerintah dari mulai tahap pengesahan APBN yang
sesuai dengan undang-undang dan pelaksanaannya dituangkan dalam
keputusan Presiden dan APBD yang sesuai dengan peraturan daerah
di akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Pelaksanaan
APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan

Tifanny Chatarine Putri
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BAB 14
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH PUSAT &
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN

Delmeta Sari
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Sistem akuntansi pemerintah pusat merupakan kumpulan proses
manual dan terkomputerisasi mulai dari pendataan, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan posisi keuangan dan penyelenggaraan
keuangan, hal ini Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. SiAP dan SAI
adalah bagian dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. SAI adalah
proses data transaksi keuangan dan barang yang dilakukan oleh
kementerian Negara/Lembaga, siAP adalah proses data transaksi kas
pada Negara dan akuntansi umum.

Suatu penerapan metode pada Akuntansi yang terdapat pada
pemerintahan, seperti pemerintahan pusat maupun pemerintahan
daerah harus diterapkan dalam peraturan pemerintah yang telah
dikeluarkan resmi oleh pemerintah. Dalam suatu sistem akuntansi
pemerintah harus bersifat akuntabilitas dan transparansi, karena
seluruh dana yang telah digunakan berhubungan langsung dengan
masyarakat. Dengan adanya penyusunan sistem akuntansi dapat
mempermudah dalam pengelolaan kebenaran transaksi dalam
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terdiri atas aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan arus kas masuk dan keluar non anggaran yang

terjadi dalam periode tertentu, laporan arus kas menunjukkan
seluruh informasi atas transaksi tersebut.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan mengenai bagaimana nilai atas sesuatu yang telah
disajikan dalam Laporan perwujudan Anggaran.

skkskoskok skok
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BAB 15
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH &
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN

Dini Wulandari
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah di Indonesia merupakan
sistem yang sudah mendapatkan perhatian sejak zaman Reformasi
pada tahun 1998. Karena sudah mendapatkan kebijakan dari
pemerintah untuk mereformasi berbagai hal dan termasuk kedalam
pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Abdul Halim, 2008)
reformasi dilakukan pada awal penggantian UU Nomor 5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintah di Daerah dengan menggunakan UU
Nomor 32 Tahun 1956 tentang keuangan negara dan daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
Otonomi daerah yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh daerah untuk
mengurus masyarakat atas dasar penilaian dari masyarakat tersebut
yang mana serasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
Pendapat yang mendasari perlunya diadakan otonomi daerah karena
akan terjadinya perkembangan baik di dalam maupun di luar negeri,
kondisi di dalam negeri, masyarakat menginginkan keterbukaan dan
mampu memecahkan masalah jika terjadi sesuatu. Disisi lain, kondisi

Dini Wulandari

175



Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah & Dokumen Pelaksanaan Anggaran

tertentu serta pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh fungsi
perbendaharaan.

Pelaksanaan anggaran pemerintah indonesia dapat dilakukan
oleh dua fungsi, ialah perbendaharaan dan fungsi pelaksanaan
anggaran. Objek pelaporan yaitu pemerintah pusat, pemerintah
daerah dan lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan
dapat menyusun laporan keuangan. Semetara objek akuntansi dapat
dibuktikan dalam satuan kerja dari mulai tingkat kementerian untuk
pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah seperti
dinas/lembaga sampai kepada kecamatan.

Dalam pemerintahan daerah, pelaksanaan akuntansi realisasi
anggaran menerapkan akuntansi hubungan antara kantor pusat dan
kantor cabang, yang mana dinyatakan yang dapat berperan dalam
kantor pusat adalah entitas pelaporan, dan yang berperan sebagai
kantor cabang adalah SKPD sebagai peringkat daerah.

Struktur Laporan Realisasi APBD
Menurut (Nurmalia H & Achmad F, 2017) struktur laporan realisasi
APBD yaitu:

Tabel 15.1 Struktur Laporan Realisasi

Keterangan Anggaran Realisasi
Pendapatan:
Belanja operasional Cccc Cccc
Pendapatan dana Cccc Cccc
perimbangan
Pendapatan lain-lain Cccc Cccc
Belanja:
Belanja operasional Cccc Cccc
Belanja modal Cccc Cccc
Belanja lainya Cccc Cccc
Surplus/defisit Cccc Cccc
Pembiayaan:
Penggunaan SILPA Cccc Cccc
Penggunaan Cccc Cccc
pinjaman
Penjualan aktiva Cccc Cccc
Penggunaan dan ccec ccec
cadangan

Sumber: diolah penulis
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BAB 16
SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAHAN

Diki Arlanda
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Pendahuluan

Upaya untuk mengaplikasikan sistem pengendalian internal
pemerintahan pada kementerian, Lembaga dan daerah. Sistem
pengendalian intern pemerintahan adalah sistem pengendalian yang
dilakukan secara keseluruhan di lingkungan pemerintah pusat dan
daerah.

Tujuan SPIP yaitu memberikan keyakinan untuk mencapai
efektivitas dan efisien, penyelenggaraan pemerintah, pelapor
keuangan, mengamankan aset negara, dan patuh kepada peraturan
undang-undang. Penerapan Sistem pengendalian intern dapat
didahului dengan pembangunan falsafah manajemen resiko,
penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, bantuan dan risiko
penilaian, pelaksanaan kegiatan pengendalian, mekanisme
pembangunan informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan
melaporkan resiko aktual dan biaya yang ditimbulkan.

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebuah sistem yang
digunakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintahan yang
ada di pusat dan yang ada pada di daerah. Sistem pengendalian intern
pemerintah dilakukan bersamaan dan menjadi bagian terkonsolidasi
dari kegiatan-kegiatan pemerintah, selain melaksanakan peraturan
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Akuntansi
Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan bagian disiplin ilmu akuntansi
yang terus berkembang di Indonesia demi penyempurnaan
sebagai acuan. Pada dasarnya akuntansi pemerintahan
merupakan implementasi ilmu akuntansi —pada bidang
public finance, terutama untuk tahapan pada pelaksanaaon
anggaran (budget execution), sehingga segala hasil yang
ditimbulkan karena bersifat tentatif ataupun permanen/
tetap pada setiap tingkatan dan semua unit Pemerintahan.
Masyarakat akan meminta transparansi. dan/ menuntut
akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara. Peran
akuntansi pemerintah merupakan peran’ penting /untuk
menghasilkan informasi dalam bentuklaporan’kevangan.

Dalam buku ini terdiri dari' 16 (enam’ belas) /bab yaitu:
Sejarah Akuntansi Pemerintahan’ di' Indonesia; Konvergensi
Akuntansi Pemerintahan; Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan; Keuangan ~Negara’ /dan / Pencatatannya;
Laporan — Keuangan Pemerintah; // Persamaan  Dasar
Akuntansi dan Proses Akuntansi/Pemerintah; Akuntansi
Pendapatan; - Akuntansi ~ Belanja; / Akuntansi Investasi;
Akuntansi Aset Tetap; Akuntansi 'Kewajiban dan Ekuitas
Dana; Penyesuaian dan Koreksi' Kesalahan; Penganggaran
Pemerintah Pusat dan Daerah; Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat dan-— Dokumen ~ Pelaksanaan Anggaran; Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah/dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran; Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
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